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Revisi UU Pembentukan
Peraturan Jadi Parsial

Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jangan
semata untuk merespons putusan MK terkait UU Cipta Kerja, tetapi harus
menyasar persoalan mendasar dalam proses pembentukan undang-undang.

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Un-
dang-undang Pembentukan
Peraturan Perundang-undang-
an yang dibahas pemerintah
dan DPR terkesan parsial. Se-
jumlah persoalan penting da-
lam mekanisme pembentukan
peraturan perundang-undang-
an jadi luput. DPR cenderung
fokus pada penciptaan landasan
hukum bagi perbaikan UU Cip-
ta Kerja sebagai dampak pu-
tusan Mahkamah Konstitusi.

Saat ini proses pembahasan
revisi UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peratur-
an Perundang-undangan (RUU
PPP) masih di DPR. Dalam
pembahasan terakhir, Jumat,
akhir pekan lalu, ada dua per-
soalan mengganjal sehingga be-
lum bisa diputuskan pada Rapat
Panitia Kerja RUU PPP.

Di internal pemerintah, mi-
salnya, masih ada perbedaan
pendapat terkait siapa yang
berwenang mengundangkan
peraturan - perundang-undang-
an, Sekretariat Negara atau Ke-
menterian. Hukum dan HAM
(Kemenkumham). Kemenkum-
ham menilai lembaganya ber-
wenang mengundangkan sesuai
UU No 12/2011. Namun, se-
baliknya, seperti draf yang di-
ajukan  pemerintah, justru
mengusulkan agar kewenangan
ke Setneg.

Tak pelak pandangan DPR
pun terbelah. Perbedaan pen-
dapat juga terjadi dalam ke-
tentuan siapa:yang berwenang
mewakili pemerintah = saat
pengujian di Mahkamah Kon-
stitusi (MK). Kemenkumham
menilai lembaganya berhak
mewakili pemerintah, sedang-
kan pemerintah dalam Daftar
Inventarisasi. Masalah (DIM)
mengusulkan agar kejaksaan
dan Kemenko Perekonomian
dapat juga menjadi koordinator

perwakilan pemerintah saat
persidangan di MK.

Karena belum adanya kese-
pakatan di internal pemerintah,
rapat diputuskan dilanjutkan
pada Senin (@11/4/2022). Na-
mun, hingga Senin malam, be-
lum ada kepastian dari Badan

Legislasi (Baleg) DPR apakah

rapat lanjutan Panja RUU PPP
diteruskan atau tidak. Lobi=lobi
dan pertemuansinformal masih
d.\lakukaﬁ; dengan perwakxlan

pemennta}i untuk mencari titik

temu ketentuan-ketentuan
yang masih _]ad.l perdebatan.

Parsial

Peneliti Pusat Studi Hukum
dan Kebijakan Indenesia (PSu ¥

HK), Fajri Nursyamsi, aménga-
takan, perbedaan pendapat ter-
kait dua ketentuan itu menun-
jukkan revisi UU PPP tidak me=
nyelesaikan persoalan pemben-
tukan ' peraturan perundang-
undangan. Selama ini tak ada
kejelasan bisnis proses dan alur
pembahasan undang-undang.
Sebab, dari perencanaan, har-
monisasi, dan pengusulan ke-
menterian atau lembaga. ber-
beda.

”Untuk perencanaan un-
dang-undang, kita ada BPHN.
Lalu wuntuk persiapan un-
dang-undang ada di kemente-
rian dan lembaga terkait. Ada-
pun untuk harmonisasi, pem-
bulatan, dan pemantapan kon-
sepsi, kita ada di Kemenkum-
ham. Jadi, tak ada dalam satu
lembaga sama, dan ini mem-
buat persoalan sebagaimana di-
hadapi revisi UU PPP seka-
rang,” kata Fajri, Senin (11/4), di
Jakarta.

Munculnya perdebatan pe-
merintah terkait siapa yang
menjadi wakil pemerintah, si-
apa yang mengharmonisasi un-
dang-undang, dan siapa yang

‘proses

mengundangkan suatu peratur-
an perundang-undangan. “Ini
menunjukkan revisi UU PPP
masih parsial karena tak me-
nyentuh persoalan sebenarnya
dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, sehingga
persoalan ini akan terus mun-
cul,” kata Fairi.

Menghadapi situasi ini, me-

“ murut Fajri, sebaiknya revisi UU

PPP-tak semata-mata meres-
pons putusan. MK atau jadi alas
an perbaikan uu Cipta Kerja,
melainkan -harus holistik me-
nyasar persoalan mendasar
pembentukan un-
undang. Revisi yang ter-
bdru dan hanya menga-
komodasi mekanisme perbaik-
an UU Cipta Kerja pun sangat
disayangkan karena tak menye—
Jesaikan masa].ahnya. L&
Kalaupun revisi itu dltujukan

“untuk merespons putusan MK,

menurut Fajri, substansi RUU
PPP belum mencerminkan hal
itu. Sebab, partisipasi publik
yang menjadi penekanan MK
justru belum. tergambarkan.
Partisipasi publik hanya diba-
tasi pada masyarakat yang ter-
kait langsung peraturan per-
undang-undangan. Padahal,
partisipasi publik seharusnya
dimaknai luas.

Lobi-lobi

Ketua Baleg DPR Supratman
Andi Agtas mengatakan, pihak-
nya masih berusaha melakukan
konsolidasi dan lobi-lobi atau
rapat setengah kamar untuk
mencapai titik temu terkait dua
ketentuan yang masih buntu.
Beberapa fraksi setuju dengan
pemerintah, yakni menggeser
kewenangan pengundangan ke
Setneg. Namun, mayoritas frak-
si lainnya setuju kewenangan
itu tetap di Kemenkumham.

”Kalau untuk ketentuan si-

apa yang mewakili pemerintah
di MK dan MA, kita sudah
mulai * sepakat  itu sebaiknya
tetap dikoordinasikan Kemen-
kumham,” kata Supratman.

Jika tak tercapai kesepakatan
atas dua hal itu, konsolidasi dan
lobi-lobi akan terus dilakukan.
Sebab, sesuai RUU PPP itu akan
diusulkan disahkan dalam rapat
paripurna penutupan masa si-
dang, 14 Aprll 2022.

Soal revisi UU PPP yang ter-
kesan hanya melegitimasi ke-
salahan UU Cipta Kerja, Sup-
ratman menepisnya. ”Ini bukan
legitimasi UU Cipta Kerja dan
abaikan putusan MK. UU Cipta
Kerja akan kita perbaiki. Tetapi
yang paling penting kita sikapi
UU PPP itu terkait partisipasi
publiknya sehingga bisa diku-
alifikasikan secara jelas terha-
dap siapa partisipasi itu diserap.
dan formatnya,” ujarnya.-

Kesalahan teknis

Selain dua ketentuan yang
masih buntu, ada hal krusial
yang disepakati antara peme-
rintah dan DPR. Salah satunya
perbaikan kesalahan teknis
RUU setelah disetujui pada ra-
pat paripurna. Dari draf yang
diajukan DPR, perbaikan itu
dilakukan pimpinan alat ke-
lengkapan dewan yang mem-
bahas undang-undang bersama
wakil pemerintah.

Jika RUU yang telah disetujui

-di dalam rapat paripurna di-

kirim ke presiden, perbaikan
akan dilakukan Setneg bersama
kementerian terkait yang mem- |
bahas undang-undang itu.
‘Wakil Ketua Baleg dari Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Achmad Baidowi menga-
takan, pembatasan perbaikan
teknis itu memang diperlukan
agar tak ada perubahan materi

‘yang sifatnya substantif. REK)
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